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MOTTO

Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda
laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakan dengan

sungguh-sungguh untuk menepati janji.?

Kamarudin Base, 1977, 2000 Kata-kata Mutiara, PT. Bina llmu, Surabaya
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RINGKASAN

Berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan alternatif dalam -
pembangunan ekonomi bangsa dalam mencari upaya penyelesaian terhadap adanya
imbalan jasa berupa bunga atau riba yang diterapkan dalam lembaga keuangan
perbankan. Adanya unsur riba dalam sistem ekonomi yang berkembang sekarang ini
ternyata sangat merugikan masyarakat yang memerlukan bantuan dana terutama bagi
lapisan bawah. Hal ini karena mengandung penganiayaan atau pemerasan dari
golongan ekonomi kuat kepada golongan ekonomi lemah. Namun yang lebih
mendasar sistem ekonomi yang mengandung unsur ribawi adalah tidak dibenarkan
dalam ketentuan agama khususnya agama Islam. Lahirnya BMT menggunakan sistem
syari’ah dengan prinsip bagi hasil diharapkan mampu memberikan alternatif upaya
penyelesaian terhadap fenomena permasalahan ini. Jumlah BMT di Indonesia banyak,
salah satunya adalah BMT Sinar Insani Jember. Peranan BMT Sinar Insani Jember
cukup besar dalam perkembangan ekonomi masyarakat terutama masyarakat lapisan
bawah. Untuk kegiatannya berupa penyediaan atau penyaluran dana dengan
perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengakuan
Hutang.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah
pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan
prinsip bagi hasil, kedudukan surat perjanjian pengakuan hutang pada perjanjian
pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil, upaya penyelesaian apabila terjad
wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum yaitu bersifat akademis dan
tujuan khusus yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas.
Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan teknis yuridis
normatif dan yuridis sosiologis, sumber data dari sumber data primer dan skunder,

metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, interview, studi dokumen dan

Xiii
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analisa data menggunakan deskriptif kualitatif: Akhirnya ditarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif.

Hasil yang dicapai berdasarkan pembahasannya adalah bahwa perjanjian
pembiayaan antara pihak Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sinar Insani Jember
dengan anggota BMT berlandaskan sistem syari’ah dan menggunakan prinlsip bagi
hasil yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengkuan Hutang. Keberadaan
Surat Perjanjian Pengakuan Hutang memiliki kedudukan penting karena merupakan
faktor keamanan untuk memperkecil risiko sebagai konsekwensi yuridis suatu
perjanjian pembiayaan. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi adalah
dengan cara musyawarah, bimbingan (intensif) dan penyitaan jaminan. Ketentuan
pasal 1267 KUHPerdata digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan kesempurnaan
perjanjian,

Adapun saran yang dapat diberikan hendaknya pelaksanaan perjanjian
pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tetap terjaga pelaksanaannya
sesuai dengan ketentuan syari’ah Islam schingga dapat memberikan penyelesalan
pada masyarakat terhadap sistem ekonomi yang merugikan karena adanya unsur
ribawi. Keberadaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang penting dalam perjanjian
pembiayaan BMT, oleh karena itu hendaknya senantiasa 'Iditakukan upaya
penyempurnaan jika diperlukan supaya lebih bisa menjamin kebutuhan akan
kepastian hukum. Kondisi perekonomian yang tidak stabil yang berdampak yuridis
pada suatu perbuatan hukum, hendaknya pemerintah bisa segera melaksanakan

pembaharuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

xiv
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dalam era pembangunan sekarang ini telah berupaya
memacu  segala bidang usaha yang dapat meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut perlu
diwujudkan secara nyata dalam berbagai usaha. Berbagai usaha tersebut yang
mendapat prioritas adalah bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat
mempercepat tercapainya kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. ' _

Pada hakekatnya pembangunan merupakan upaya menciptakan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat artinya hasil-hasil dari setiap proses pembangunan harus
dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang
sosial, Hal ini juga didasarkan pada kewajiban dan peran aktif masyarakat dalam
proses pembangunan.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adalah lembaga keuangan, baik yang berbentuk hunk
maupun non bank. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama
1embag,;a keuangan sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat secara efektif dan efisien berazaskan demokrasi ekonomi untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan taraf
hidup rakyat banyak. Melihat peran yang strategis tersebut lembaga keuangan perlu
senantiasa melakukan upaya penyempurnaan. Upaya tersebut perlu didasari landasan
gerak yang kokoh agar lebih mampu berfungsi secara efisien, schat, wajar dan
mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi
secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, mampu menyalurkan dana

masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran
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pembangunan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya serta Iebih memiliki
sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga perannya
dapat berwujud secara lebih nyata. l
Lembaga keuangan pada sektor perbankan guna mendukung dan sebagai

landasan gerak yang kokoh sudah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998,
Lembaga keuangan non bank disebabkan memiliki peran yang tidak jauh berbeda
dengan sektor perbankan dalam hal penghimpunan dana masyarakat juga berusaha
untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Lembaga pada sektor non bank
yang berpartisipasi aktif adalah Baitul Maal wat Tamwil atau BMT. Lembaga BMT
dibentuk oleh suatu Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil ( YINBUK), oleh karena itu
dalam menggalang dana dari masyarakat dan melakukan kegiatan lain sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh YINBUK. Misi Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil (YINBUK) dalam pembentukan BMT adalah :

* beritikad menjadi lembaga penunjang kegiatan ekonomi masyarakat lapisan

bawah yang berdasarkan pada sistem syari’ah, sehingga dapat mandiri dan

berperan sebagai sarana pemerataan aset nasional yang berkeadilan dan efektif

dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.”

Pada dasarnya BMT itu merupakan salah satu bentuk alternatif perckonomian
dalam memobilisasikan dana pada masyarakat dengan sistem syari’ah. Lembaga ini
dibentuk sebagai salah satu upaya penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat
yang masih menganggap bunga Bank adalah riba yang tidak sesuai dengan ketentuan
agama. Lembaga BMT dalam operasionalnya yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi
Bisnis Usaha Kecil berlandaskan pada pendekatan Islami dalam berkarya dan
berbisnis sebagai ibadah dengan disertai keikhlasan dan kesabaran. Hal ini juga
dikarenakan adanya dorongan itikad baik untuk mengimplementasikan sistem
syari’ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata, dalam masalah keuangan
yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
Umumnya mereka menemui kesulitan jika dihadapkan pada kewajiban pemenuhan

bunga oleh lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem bunga.
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L2

Salah satu bentuk usaha vang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan.
Pelaksanaan dari pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan suatu
perjanjian berdasarkan prinsip bagi hasil. Bentuk perjanjian pembiayaan pada BMT
disahkan dengan dikeluarkannya Surat Perjanjian Pen;,akuan Hutang, maka
kemungkinan risiko pada keamanap dana masyarakat yang disimpan ( bukan
tabungan, deposito dan giro) pada Baitul Maal wat Tamwil bisa diantisipasi atau
diperkecil. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Dircktur BMT Sinar Insani
Jember, 14 Mei 2001). Perjanjian pembiayaan ini tidak akan terlepas dari dampak
yuridis sebagai konsekuensi pelaksanaan perjanjian. Melihat adanya risiko maka
BMT perlu mengantisipasi atau melakukan upaya penyelesaian terhadap adanya
wanprestasi atau itikad buruk dari pthak debitur (nasabah) yang terikat dalam
perjanjian pembiayaan tersebut. Hal ini juga merupakan wujud konkrit Baitul Maal
wat Tamwil untuk senantiasa melakukan upaya penyempurnaan dalam gerak
operasionalnya serta untuk menjaga kesehatan BMT dalam pandangan masyarakat,

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan keinginan bagi penulis untuk
mengkaji dalam skripsi dengan judul : “ Kajian Yuridis tentang Pelaksanaan
Perjanjian Pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berdasarkan Prinsip

Bagi Hasil *.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah
dapat diformulasikan sebagai berikut
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat
Tamwil berdasarkan Prinsip Bagi Hasil ?
2. Bagaimana kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada perjanjian
pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil ?
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1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu
penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan Umum yang hendak dicapai adalah :
l. Bersifat akademis, guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar
kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh di perkuliahan dalam
kehidupan masyarakat.
3. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas

Jember.,

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah -
I. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal
wat Tamwil berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Untuk mengetahui bentuk kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang pada
perjanjian pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi

dalam perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil.

1.4 Metode Penulisan

Suatu penulisan akan memiliki nilai ilmiah dan memenuhj kriteria tulisan
yang baik jika menggunakan metode penulisan yang bersifat ilmiah. Penulisan skripsi
ini, di samping merupakan hasil penelitan di lapangan dan konsultasi langsung
dengan pihak terkait, juga merupakan hasil pengamatan yang ditunjukkan dengan
studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian

dianalisa sehingga diperoleh inti penulisan skripsi ini. (Universitas Jember, 1998:4)
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1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara
yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan -
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku yvang berisi
konsep-konsep teoritis dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan menelaah data
primer. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk

membahas dan memecahkan permasalahan. (Soemitro 1990:10)

1.4.2 Sumber Data
Sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan
sumber data sekunder :
1.4.2.1  Sumber data primer yaitu sumber data untuk memperoleh data primer yang
diperoleh dengan cara melakukan wawancara, konsultasi dan penjelasan
dengan pihak terkait, yaitu :
a. Bapak Suroso, S.H selaku Direktur Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Sinar Insani Jember .
b.  Ibu Musbah C.C selaku debitur (nasabah) BMT Sinar Insani Jember.
1.4.2.2  Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara
mengadakan studi  kepustakaan berupa buku literatur, peraturan
perundangan, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan

erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
édalah :
1. Studi kepustakaan
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari  buku-buku,
literatur, kumpulan bahan kuliah, dokumen, berkas-berkas atau catatan yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
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Wawancara atau interview .

Wawancara menurut Rony Hanitijo Soemitro (1990:57) adalah suatu cara untuk

memperoleh informasi dengan jalan bertanya secara langsung kepada yang

diwawancarai. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan wawancara terarah secara langsung, konsultasi dan penjelasan

dengan pihak yang terkait, yaitu :

a. Bapak Suroso, S.H selaku Direktur Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sinar
Insani Jember

b. Ibu Musbah C.C selaku debitur (nasabah) BMT Sinar Insani Jember.

Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dan mengkaji berkas-berkas dokumen atau catatan

yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada Baitul Maal wat Tamwil

Sinar Insani Jember.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif

kualitatif yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari

studi kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada, yang pada

akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian yang logis, sistematis dan yuridis.

Kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang

dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan memakai metode

deduktif yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang
bersifat khusus. (Soemitro, 1988:139).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan non bank yang relatif
masih baru di Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi
bangsa dan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah
berlandaskan sistem syari’ah Islam. Lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
bergerak dalam usahanya tidak menggunakan imbalan jasa berupa bunga, tetapi
menggunakan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah prinsip bagi hasil.
Apabila seseorang memilih Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga untuk
penempatan dananya baik berupa simpanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
pembiayaan maka berarti sudah mempunyai argumen untuk menghindari imbalan
Jasa berupa bunga atau riba.

Pendirian Baitul Maal wat Tamwil sebagaimana usaha-usaha pada lembaga
keuangan bank juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan lembaga
keuangan non bank sesuai keyakinan umat Islam ini sangat diperlukan dan penting
dalam rangka menggiatkan perekonomian umat. Umat Islam yang masih ketinggalan
dari sisi ekonomi, belum dapat menerima sepenuhnya keberadaan lembaga perbankan
yang menerapkan sistem bunga, semakin jauh ketinggalan perekonomiannya. Dalam
rangka mengoptimalkan potensi umat, kehadiran BMT diharapkan mampu
mendorong umat Islam semakin aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Baitul Maal wat Tamwil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut
1. merupakan lembaga ekonomi bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu

menjaga nasabah lapisan bawah, beroperasi secara syari’ah dengan potensi

Jaminan dari dalam atau sekitar lingkungannya sendiri.

S5

merupakan gabungan kegiatan Baitut tamwil dan Baitul maal.

7
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3. BMT berusaha untuk mengumpulkan dana anggota dan menyalurkannya kepada
anggota untuk modal usaha produktif.

4. Baitul Maal menerima zakat, infaq, shadagah dan menyalurkannya kepada -

asnafnya menurut ketentuan syari’ah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling

produktif dan paling bermanfaat. (Tim PINBUK dan Bank BNI 46, 1997:3 ). Baitul

Maal wat Tamwil Sinar Insani yang terletak di Jalan Karimata No 82 Jember berdiri

tanggal 13 Desember 1997, menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang untuk

pengembangannya. Salah satu bentuk usaha pembiayaan di BMT Sinar Insani Jember

adalah perjanjian pembiayaan. Dari sejumlah anggota yang menjadi nasabah di BMT

tersebut adalah Ibu Musbah C.C . Perjanjian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20

Desember 2000. Dalam hal ini BMT Sinar Insani Jember sebagai pithak pertama atau

kreditur dan Ibu Musbah C.C sebagai pihak kedua atau debitur. Bentuk perjanjian

dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang atau Perjanjian Pembiayaan.

Kedua belah pihak telah menyatakan kata sepakat untuk mengadakan perjanjian

pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian dengan bentuk Mudharobah

2. Jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) bulan, mengangsur setiap 2 (dua)
minggu sekali dengan besar setiap angsuran Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
terhitung sejak tanggal 20 Desember 2000 sampai tanggal 20 Mei 2001

3. Pembiayaan ditanggung sendiri-sendiri

4. Pihak kedua menerima bantuan modal sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta

Rupiah)

Sebagai jaminan adalah barang-barang dagangan di toko pihak kedua

Besar nisbah bagi hasil 10 : 90, 10% untuk BMT dan 90% untuk pihak kedua

Jika terjadi wanprestasi barang jaminan digunakan sebagai pelunasan peminjaman

o 9 O o

Terhadap terjadinya permasalahan diselesaikan dengan musyawarah dan alternatif
terakhir tidak terjadi kesepakatan adalah melalui Pengadilan Negeri setempat

9. Dibuat diatas kertas bermaterai yang masih berlaku dengan 2 (dua) saksi.
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Dalam mewujudkan kelancaran perjanjian pembiayaan tersebut kedua belah
pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya serta ada pernyataan menyetujui untuk
mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam
Surat Perjanjian Pengakuan Hutang. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut,
melalui suatu proses dan harus memenuhi persyaratan yang telah disetujui oleh kedua
belah (pihak yaitu Baitul Maal wat Tamwil dengan debitur (nasabah). Dalam
pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari risiko terjadinya
wanprestasi, dimana pihak debitur (nasabah) dalam melaksanakan kewajibannya
untuk memenuhi dana pembiayaan atau uang angsuran pada pihak Baitul Maal wat
Tamwil, tidak sepenuhnya diterima karena belum memenuhi ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam perjanjian. Bentuk perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi
hasil ini, bagi lembaga Baitul Maal wat Tamwil tidak dipandang sebagai usaha yang
kurang memberikan hasil optimal, tetapi hal imi dikarenakan itikad baik yang

merupakan implementasi dari ketentuan syari’ah yang harus ditegakkan.

2.2 Dasar hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis yang berkaitan dengan

pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. AlQuran :

a. S. Al Baqoroh ayat 275 dan 276 yang terjemahannya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit
gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat) jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .. Allah memusnahkan riba
dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap

dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.
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b. S. Al Baqoroh ayat 278 dan 279 yang terjemahannya :
Wahai orang-orang yang beriman bertagwalah kamu pada Allah SWT dan
tinggalkanlah sisa-sisa daripada riba itu, jika benar kamu beriman. Maka jika
mereka tidak mau berhenti (daripada riba itu) maka beritahukanlah bahwa
Allah SWT dan Rosul-Nya akan memerangi mereka.

c. S. Ali Imron ayat 130 yang terjemahannya :
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang
menambah-nambah i1tu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat
petunjuk™,

d. S. Ar Ruum ayat 39 yang terjemahannya :
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada Sisi Allah. Dengan yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai Keridhaan
Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya) di saat penerimaan dengan waktu pengembaliannya.

e. S. An Nisa ayat 29 yang terjemahannya :
“Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
dengan jalan perniagaan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan saling meridhai....”

f. S.An Nisa ayat 161 yang terjemahannya :
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang-orang kafir diantara
mereka itu siksa yang pedih”.

2. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih™.
3. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
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2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.
4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
5. Pasal 1339 dan pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik™.
6. Pernyataan atau Memo dari Presiden tentang Gerakan Nasional Balai Usaha

Mandiri Terpadu.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal. Peristiwa ini menimbulkan hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
dengan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan
yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian
merupakan suatu sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dengan demikian
hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan
perikatan. (Subekti, 1987:1).

Dalam KUHPerdata tidak menggunakan kata ‘perjanjian’ melainkan
‘persetujuan’ dalam pasal 1313 KUHPerdata mengatakan bahwa suatu persetujuan
adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.

Perjanjian menganut sistem terbuka atau sering juga disebut menganut azas

kebebasan berkontrak yang artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
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kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja
asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, yang
mengandung suatu azas kebebasan membuat suatu perjanjian, dalam Kitab Undang- -
Undang Hukum Perdata diatur dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena ada alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, untuk itu perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik.

Beberapa azas dalam perjanjian antara lain :
1. Azas konsensualisme
Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu ‘consensus’ yang berarti
sepakat. Azas ini sangat penting dalam perjanjian, karena mengandung arti
bahwa perjanjian lahir atau timbul dan menjadi sah apabila tercapai kata sepakat
kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuatu

formalitas atau perbuatan-perbuatan untuk sahnya perjanjian itu.

o

Azas Pacta Sunt Servanda

Azas ini adalah suatu azas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti
bahwa azas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Pada azas
ini bisa dilihat dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian : “Semua
persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku mengikat seperti undang-undang
bagi yang membuatnya”. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) tersebut mengandung
makna demi kepastian hukum, perjanjian dibuat sesuai pasal 1320 KUHPerdata.
3. Azas kebebasan berkontrak

Azas ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan
persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku mengikat seperti undang-undang
bagi kedua belah pihak. Ketentuan ini mempunyai arti setiap orang dapat

membuat perjanjian apapun namanya baik yang diatur maupun belum diatur
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dalam KUHPerdata, asal sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata  tidak
bertentangan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, kesopanan,
kepatutan serta kebiasaan.
Beberapa unsur azas kebebasan berkontrak :
a. kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
b. kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.
c. kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi maupun syarat-syarat
perjanjian yang dibuatnya. (Badrulzaman, 1994:36).
4. Azas itikad baik.
Azas itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi :
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ™.
Pada pasal ini intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjan itu harus
berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
a.d Syarat sah atau keabsahan perjanjian
Beberapa syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata
antara lain :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dir

kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

2
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai
orang-orangnya atau subyeknya, yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat
yang terakhir dinamakan syarat-syarat yang obyektif karena mengenai perjanjiannya
sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kata sepakat atau perizinan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan
perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari

perjanjian yang diadakan itu.
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya
adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai -
orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :
1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang yang kehilangan akal

sehatnya.

3. Suatu halltertentu
Syarat ini diperlukan karena dalam suatu perjanjian harus jelas obyek, tidak fiktif
dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk menetapkan kewajiban
debitur jika ada perselisihan. Syarat tersebut ditegaskan pula dalam pasal 1333
KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Suatu persetujuan harus mempunyai
pokok suatu barang yang paling ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi
halangan jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat
ditentukan atau dihitung”.

4. Suatu sebab yang halal
Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat keempat untuk suatu
perjanjian yang adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda),
bahasa Latin ‘causa’, hal ini dimaksudkan tiada lain daripada isi dan tujuan
prestasi yang melahirkan perjanjian harus causa yang sah atau tidak dilarang oleh
undang-undang tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.
(Setiawan, 1977:63).

2.3.2 Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab dimana ‘Baitul
Maal’ artinya rumah harta sedangkan “Wat Tamwil’ artinya rumah pembiayaan atau
dikenal dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT dalam mewujudkan tujuannya
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berlandaskan keimanan,

keterpaduan (kaaffah), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan
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profesionalisme. BMT merupakan penggabungan antara Bank Muamalat Indonesia

(BMI) dengan koperasi yang artinya menggunakan prinsip muamalat Islam dalam

bidang ekonomi menjiwai dan memotivasi :

1.
2

L

—

£

dalam melakukan segala kegiatan ekonomi.
dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan

intern lembaga BMT.

. dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas keterlibatan

anggota dalam memajukan BMT.

. dalam mengembangkan sumber daya manusia.

. dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja kelembagaan dan management.

Dalam rangka pencapaian tujuannya, BMT berfungsi :

. mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan

potensi serta kemampuan ekonomi anggota Kelompok Usaha Anggota Muamalat
(Pokusma) dan daerah kerjanya.

mempertinggi kualitas sumber daya manusia anggota dan Pokusma menjadi lebih
profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan
global.

menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan anggota.

Kewajiban Baitul Maal wat Tamwil atau BMT adalah sebagai berikut :

. memberikan pelayanan yang baik kepada anggota.

memberikan simpanan anggota.

. memberikan laporan kegiatantriwulan ke pengurus.

Mengenai haknya adalah sebagai berikut :
membina anggota peminjam

. meminta uang setoran atau angsuran

menerima atau membatalkan aqad atau perjanjian pembiayaan.
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Baitul Maal wat Tamwil dalam memenuhi kegiatan ekonominya memperoleh
dana atau sumber dana sebagai berikut :
1). Simpanan anggota
a. Simpanan pokok
Adalah simpanan yang dihimpun pertama kali saat pendirian BMT berupa
saham dengan nilai nominal Rp.50.000,00 perlembar.
b. Simpanan biasa atau mudharobah
Adalah simpanan sukarela yang besar kecilnya tergantung pada anggota
yang menyimpannya. Simpanan ini dapat diambil setiap saat sesuai
permintaan anggota.
2). Penanaman modal dari pihak ketiga
3).  Usaha riil dari BMT
Usaha ini dapat berupa :
a. warung telekomunikasi atau wartel
b. pertokoan (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.I1 Dircktur BMT Sinar
Insani Jember, 3 Mei 2001).

2.3.2.1 Jenis Kegiatan Usaha
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Balai Usaha Mandir1 Terpadu yang
berintikan deviasi Baitut Tamwil dan Baitul Maal. Baitut Tamwil mengembangkan
usaha-usaha produktif, investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ckonomi
pengusaha kecil dan kegiatan deviasi Baitul Maal dengan menerima titipan BAZIS
dari dana Zakat, infaq dan sodaqoh dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan
amanah Lembaga BMT. Lembaga BMT dalam kegiatan usahanya mempunyai ciri-
ciri antara lain :
|. berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi
paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan
penggunaan zakat, infaq dan sodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
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3. ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. milik bersama masyarakat lapisan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan
milik orang seorang atau dari luar masyarakat 1tu.
Jenis-jenis kegiatan usaha di Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari :
1. Bidang Keuangan:
1.1. Memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah dalam bentuk simpanan-
simpanan Mudharobah (S.M.) sebagai berikut :
(1). S.M. Biasa
(2). S.M. Pendidikan
(3). S.M. Haji
(4). SM. Umrah
(5). S.M. Qurban
(6). S.M. Idul Fitri
(7). S.M. Walimah
(8). S.M. Aqiqoh
(9). S.M. Perumahan (Pembangunan dan Perbaikan)
(10). S.M. Kunjungan wisata
(11). Simpanan Wadi’ah (dana titipan dari zakat,infaq dan shodaqoh)
(12).Dan lain-lain produk simpanan dikembangkan sesuai dengan
lingkungannya
1.2. Kegiatan Pembiayaan (P) Usaha Mikro yang antara lain berbentuk :
(1) P.Mudharobah : Bagi Hasil
(2) P.Musyarokah : Bagi Hasil Bersyarikah
(3) P.Murabahah : Pemilik'an Barang Jatuh Tempo
(4) P.Bai’u Bitsaman Ajil ; Pemilikan Barang Cicilan
(5) Al Qardhul Hasan.
2. Kegiatan Bukan keuangan (Sektor Riil).
Pada dasarnya, prioritas usaha BMT didahulukan pada kegiatan keuangan,

menyimpan dan meminjamkan bagi usaha kecil. Namun demikian, usaha-usaha


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

di sektor riil seperti Kios Telepon, Kios Benda Pos dan Meterai dan Kios
Sembako memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktifitas hasil
para nasabah dapat dilakukan untuk mendorong tumbuhnya industri rumah
tangga atau mempersiapkan jaringan perdagangan dan pemasaran. (Tim
PINBUK, 1995:15)

2.3.2.2 Perjanjian pembiayaan
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai pendukung kegiatan ekonomi
masyarakat lapisan bawah melaksanakan suatu perjanjian mengenai masalah
pembiayaan atau perjanjian pembiayaan dengan para debitur (nasabah). Mengenai
perjanjian pembiayaan lahir dari Keppres No 1251/KMKO13/1988, KPTS Menteri
Keuangan No 1164/KMK.01.1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing.
Salah satu perjanjian pembiayaan tersebut adalah perjanjian bagi hasil sebagaimana
yang diterapkan di Baitul Maal wat Tamwil. Perjanjian pembiayaan yang
dilaksanakan Baitul Maal wat Tamwil tidak berlandaskan atas ketentuan tersebut
tetapi merupakan kegiatan usaha sendiri berdasarkan ketentuan yang ada dalam BMT
dan berlandaskan atas pernyataan atau memo dari Presiden untuk melaksanakan
fungsinya sebagai lembaga keuangan.
Perjanjian pembiayaan di BMT mengacu pada ketentuan syari’ah Islam yang

menggunakan tiga prinsip dasar yaitu :
1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharb).

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota atau mitra.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah dana Mudharobah. Dana

mudharobah merupakan penyerahan dana dari shahibul maal kepada mudharb

untuk digunakan dalam usaha yang halal dengan pembagian keuntungan atau bagi

hasil sesuai nisbah yang merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah

pihak.
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Adapun kriteria dalam penentuan nisbah bagi hasil adalah :

a. Perbandingan modal
Misalnya : Modal X Rp.400.000,00 dan modal BMT Rp.100.000,00
Laba bersih = Rp. 100.000,00/ bulan
Maka bagi hasilnya adalah :

ModalX

X = x Laba Bersih
Modal BMT + ModalX
= M x 100.000,00
500.000,00
= Rp. 80.000,00
BMT = Modaic il x Laba Bersih
Modal BMT + ModalX
= | 100.000.00.  160.000,00
500.000,00

= Rp. 20.000,00

b. 70 : 30, 80 :20, 65 : 35, 90 : 10 dan sebagainya dengan ketentuan
berjumlah 100 atas kesepakatan bersama. '

c Perkecualian untuk Murabahah adalah 50 : 50
d. Lain-lain yaitu Ba’i Bithaman Ajil (kredit barang)

Misalnya : Harga barang Rp. 500.000,00
Dijual oleh BMT kepada X seharga Rp.510.000,00 dan diangsur

selama 5 bulan sesuai kesepakatan
Maka bagi hasilnya adalah :

Rp.510.000,00 : 5 = Rp.102.000,00
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2 Prinsip Jual Beli dengan Margin Keuntungan (mark up)
Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT
mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang
atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang
tersebut kepada anggota atau mitra dengan sejumlah harga beli ditambah
keuntungan bagi BMT (margin/mark up). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip
in1 adalah murabahah dan Bai® Bithaman Ajil. Pengertian dari Bai’ Bithaman Ajil
adalah hubungan aqad pembiayaan dengan pembayaran tangguh atau angsuran
sering dikenal dengan kredit. Pengertian murabahah hampir sama dengan Bai’
Bithaman Ajil, perbedaannya adalah pada Murabahah dalam hal pembayarannya
dilakukan oleh anggota kepada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) setelah jatuh
tempo pengembaliannya dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah
keuntungan yang disepakati bersama. |
Contoh :
Ba’i Bithaman Ajil =
X bermaksud membeli peralatan toko untuk kelancaran perdagangannya seharga
Rp. 500.000,00. X mengajukan pembiayaan ke BMT dan terjadi kesepakatan
dengan harga Rp. 510.000,00 dengan jangka waktu 5 (lima) bulan.
Maka bagi hasilnya adalah Rp.500.000,00 : 5

= Rp.110.000 / bulan

Murabahah =
X bermaksud membeli perangkat membuat kue dengan harga Rp.300.000,00
X mengajukan pembiayaan ke BMT dan terjadi kesepakatan harga barang senilai
Rp.320.000,00 ditandatangani pada tanggal 4 April 2001, kemudian BMT
membelikan barang untuk X dan dilakukan pembayaran pada saat jatuh tempo
tanggal 1 Juni 2001.

3. Prinsip Non Profit

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit

oriented dan sebagai pinjaman lunak bagi ‘bisnis usaha kecil’ (BUK) yang benar-
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benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT,
tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya
sesuatu, misalnya biaya administrasi pembiayaan. Bentuk produk penyaluran dana
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip non profit adalah Al Qardul Hasan.
Pengertian mengenai Al Qardul Hasan adalah pembiayaan lunak diberikan atas
dasar kewajiban sosial semata dimana anggota (penerima pembiayaan) tidak
dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Peminjam atas
kehendaknya sendiri bisa menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu
pada saat mengangsur atau melunasi pembiayaan. Bentuk pembiayaan ini juga
merupakan wujud konkrit Lembaga BMT dalam memberikan keringanan

mengenai dana bagi masyarakat lapisan bawah. (Tim PINBUK dan Bank BNI,
1997:36)

2.3.2.3 Pendirian

Baitul Maal wat Tamwil didirikan dan dimiliki oleh masyarakat setempat
bukan oleh orang lain di luar masyarakat tersebut. BMT didirikan oleh tokoh-tokoh
masyarakat, seperti tokoh informal yaitu pimpinan organisasi massa atau ormas,
pimpinan keagamaan, pimpinan adat dan pimpinan formal seperti (camat, kepala desa
dan seterusnya), usahawan, hartawan, dermawan dan lain-lain serta anggota
masyarakat lainnya. Pendiri BMT minimal 20 anggota atau maksimal 44 anggota.
Jumlah pembatasan yang tidak terlalu besar dan layak dipcrlukan supaya bisa
memudahkan dalam pengambilan keputusan. Lembaga BMT dapat didirikan dengan
modal awal Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih. Jika terdapat
kesulitan dalam mengumpulkan dana awal, dapat dimulai dengan modal
Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pendirian BMT diperlukan beberapa persyaratan :
1) adanya ikatan pemersatu yang jelas.

2) adanya kesamaan kebutuhan ekonomi tertentu.
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3) adanya pemrakarsa atau sekelompok kecil orang inti yang memiliki peranan yang

berpengaruh dan dipercaya orang lain di sekelilingnya.

4) ada orang yang bersedia mengelola dan melakukan kegiatan pelayanan kepada -

para anggota.

5) ada tujuan bersama yang disepakati dan memberikan manfaat nyata kepada

perorangan anggotanya.

Mengenai struktur organisasi BMT sebagai berikut :

a.d Struktur Organisasi Kepengurusan BMT :

1.

2

Rapat Anggota (Dewan Pendiri) yang menjadi Lembaga Tertinggi dalam BMT.

. Pengurus vang terdiri :

a. Ketua
b. Sekretaris

¢. Bendahara

. Pengelola yang terdiri dari :

1. Manager.

[ )

. Bagian Pembiayaan.
. Bagian Administrasi atau Keuangan.

3
4. Bagian-bagian lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dasar.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah :

Bagan : Struktur organisasi BMT Sinar Insani Jember

Rapat
Anggota
Pengurus
Manager
Personalia Personalia Personalia Personalia
Bagian Bagian Bagian Bagian
Keuangan Pembukuan Pemasaran Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

A. Rapat Anggota (Dewan Pendiri)
Kewenangan :
1. membentuk dan memberhentikan pengurus
2. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. menentukan visi dan misi
B. Pengurus
Kewenangan :

1. mengangkat dan memberhentikan manager

2

mengangkat karyawan
3. menentukan kebijakan BMT
C. Manager
1. Membawabhi
a) Personalia bagian keuangan
b) Personalia bagian pembukuan

¢) Personalia bagian pemasaran

(8]
(7S]
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d) Personalia bagian pembiayaan
2. Kewenangan
a) Menentukan jumlah perbandingan bagi hasil antara nasabah debitur dan
nasabah kreditur.
b) Menanda tangani surat-surat penting.
¢) Menegur para karyawan atau staf yang tidak melakukan pekerjaan secara
baik dan teratur serta benar. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H

Direktur BMT Sinar Insani Jember, 14 April 2001)

2.3.2.4 Lembaga Pembina

Baitul Maal wat Tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan yang
berdiri atas memo dari Presiden dan bukan terbentuk dari PINBUK. PINBUK adalah
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang merupakan Badan Pekerja dan dibentuk oleh
Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK didirikan oleh Ketua
Umum lkatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Umum Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, dengan akta notaris
Ny.Leily Yudoparipurno, S.H. No 05 tanggal 13 Maret 1995, yang kemudian diikuti
dengan Pencanangan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu “ Baitul Maal wat
Tamwil” (BMT) sebagai Gerakan Nasional untuk mendukung usaha kecil di seluruh
Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Socharto di Jakarta pada tangal 7
Desember 1995. Lembaga keuangan yang diharapkan bisa berkembang lebih baik dan
sehat maka diperlukan suatu pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan
BMT tersebut yang dalam hal ini dilakukan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
atau PINBUK.

Bentuk pembinaan dan pengawasan PINBUK sebagai berikut :
1. supervisi dan pembinaan teknis, adminstrasi, pembukuan dan finansial BMT-

BMT yang terbentuk.

2. pengembangan Sumber Daya Manusia : inkubasi bisnis pengusaha baru dan

penyuburan pengusaha yang ada.
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3. pengembangan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat
nilai tambahnya.

4. penyuluhan dan pelatihan.

5. promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.

6. memfasilitaskan alat-alat yang tak mampu dimiliki oleh pengusaha kecil secara
perorangan seperti fax, alat-alat promosi dan lain-lainnya yang dapat mendukung.
(Tim PINBUK, 1995:40)

2.3.3 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang bagian penting dalam perjanjian

pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Dalam Baitul Maal wat Tamwil, Surat Perjanjian Pengakuan Hutang itu
penting, karena ada hubungannyd dengan pembiayaan. Pengamanan pembiayaan
pada hakekatnya suatu upaya yang dilakukan oleh BMT untuk memperkecil risiko
dari penyaluran dana kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu
perjanjian terutama yang bersifat tertulis tidak akan terlepas dari konsekuensi yuridis
seperti adanya wanprestasi. Konsekuensi yuridis merupakan bagian dari kewajiban
kedua belah pihak yang membuat perjanjian secara sah. Hal ini sesuai dengan pasal
1338 KUHPerdata tentang azas kebebasan berkontrak. Surat Perjanjian Pengakuan
Hutang adalah aqad pembiayaan tertulis berisi perjanjian antara BMT dengan debitur
(nasabah). Aqad pembiayaan ini berfungsi sebagai alat bukti dan memberikan
dampak positif yaitu ada kemanfaatan dan kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian
pembiayaan. Keamanan dari perjanjan pembiayaan menjadi perhatian penting bagi
Lembaga. Baitul Maal wat Tamwil, dikarenakan dana yang ada pada BMT
merupakan dana umat bukan dana miliknya sendiri, sebab tidak menutup
kemungkinan terjadinya pembiayaan yang tidak lancar dalam pengembaliannya.
Faktor-faktor penyebab ketidaklancaran dalam pengembalian pembiayaan adalah :

1. lokasi usaha jauh dari kantor BMT
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7. keterbatasan tenaga, sementara lokasi yang harus didatangi cukup banyak maka
frekuensi kontrol agak lemah
3. kelompok Peminjam yang masih lemah.
Dengan berbagai kemungkinan risiko yang ditimbulkan, penting dituangkan
dalam suatu agad pembiayaan. Adanya aqad atau perjanjian pembiayaan yang disebut
dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, maka isi atau klausul-klausul penting

dalam perjanjian pembiayaan akan lebih terperinci, jelas dan akurat.

2.3.4 Prinsip Bagi Hasil dalam Perjanjian Pembiayaan di Baitul Maal wat

Tamwil dengan sistem syari’ah.

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
menggunakan sistem syari’ah. Perjanjian pembiayaan dengan sistem syari’ah adalah
menggunakan prinsip bagi hasil. Mengenai pengertian prinsip bagi hasil pada
dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada agad pembiayaan yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kejadian atau pelaksanaan untung yang
akan dibagi terjadinya pada saat untung itu sudah ada dan sudah kelihatan menurut
proporsi yang telah disepakati. (Tim PINBUK, 1995:21). Pengelolaan dengan sistem
syari’ah, yaitu tidak menggunakan bunga atau riba. Mengenai istilah riba adalah
tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan dalam jangka waktu yang
terpakai selama hutang belum terbayar atau tambahan pada modal uang yang
dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu
peminjaman dan persentase yang ditetapkan. (Sucahyo, 1998:9). Riba mengandung
unsur penganiayaan karena adanya pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap
ckonomi lemah. Pembiayaan sistem bagi hasil dengan istilah bunga bank adalah jelas

berbeda dan bukan istilah ‘indah’yang masih adanya pandangan seperti itu.
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Mengenai perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil adalah :

Hal

Sistem Bunga

Sistem Bagi Hasil

Penentuan

besarnya hasil

Sebelumnya

Sesudah berusaha,

sesudah ada

untungnya
Yang Bunga, besarnya | Menyepakati
ditentukan nilai rupiah proporsi
sebelumnya pembagian untung
untuk masing-
masing pihak,
misalnya 50 :50
40:60, 35:65, dst
Jika terjadi Ditanggung Ditanggung kedua
kerugian nasabah saja belah pihak
Penghitungan Dari dana yang | Dari untung yang
diperoleh dipinjamkan, akan diperoleh,
tetap belum tentu

besarnya

Besarnya bunga

Keberhasilan

Titik perhatian yang harus
_ proyek atau usaha
proyek atau dibayar nasabah |
_ Jasa bersama
usaha atau pasti
_ nasabah dan BMT
diterima Bank
Jumlah Pasti : (%) kali Proporsi (%) kali
besarannya jumlah pinjaman | jumlah untung

yang telah pasti
diketahui

yang belum =

belum diketahui

27
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Status hukum Bertentangan Melaksanakan
Qs.Lukman : 34 QQs.Lukman : 34
Sumber : (Tim PINBUK, 1995:22)

Pembebanan pada Bank Konvensional :
1. Prinsip penilaian 5 C
(Charakter, Capital, Capacity, ICollateral, Condition)

)

a. membayar hutang atau dana yang dikelola

b. membayar biaya ( persiapan perjanjian kredit) untuk bea materai, provisi, akta
notaris, premi asuransi barang jaminan, premi asuransi pelunasaan kredit.

¢. membayar bunga

d. penyediaan jaminan barang

¢. membayar asuransi kredit terhadap kredit kecil. (Djumhana, 1993:245)

2.3.5 Wanprestasi dalam perjanjian
Perjanjian pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil rentan terhadap risiko
dalam pemenuhan kewajiban, salah satunya adalah wanprestasi. Perkataan
wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie” artinya tidak memenuhi
kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian
maupun perikatan yang timbul karena undang-undang atau yang berarti prestas
buruk. Wanprestasi atau breach of contract merupakan salah satu sebab berjalannya
suatu perjanjian menjadi terhenti.
Wanprestasi bisa disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :
| kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena
kelalaian,
2. keadaan memaksa (force majeure) yaitu tidak terlaksananya prestasi karena sebab-
sebab di luar kemampuan atau kekuasaan debitur.
Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam .

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
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2 melaksanakannya apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat |
4 melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang berupa
sanksi atau hukuman. Akibat-akibat hukum adanya wanprestasi oleh debitur ada
empat macam, yaitu :

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur

2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. peralihan risiko

4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Wanprestasi atau kelalaian mempunyai akibat-akibat hukum yang begitu
penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan
wanprestasi atau lalai dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka
hakim.(Subekti, 1991:45).

Pasal 1267 KUHPerdata meriyebutkan :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah jika hal

itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi

persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai
penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata tersebut maka pihak kreditur dapat
melakukan tuntutan-tuntutan ke pengadilan, berupa :

1. Pemenuhan perjanjian

2. Pemenuhan kewajiban disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja

4. Pembatalan perjanjian

5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada BMT berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sinar Insani merupakan salah satu lembaga
keuangan non bank yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi
masyarakat kecil. Dengan keberadaannya sebagai lembaga keuangan maka BMT
berperan dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi kepada pengusaha kecil.
Salah satu bentuk usaha Lembaga BMT Sinar Insani dalam melaksanakan fungsinya
sebagai lembaga keuangan adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk
perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan di Baitul Maal wat Tamwil Sinar
Insani adalah perjanjian antara pihak BMT selaku pemilik modal dengan anggota
BMT selaku pengusaha kecil yang memanfaatkan dana dari BMT yang di tuangkan
dalam agad pembiayaan menggunakan materai cukup dan di saksikan 2 (dua) orang
saksi. Pembiayaan adalah bantuan dana yang disalurkan atas dasar kepercayaan.
Mengenai besarnya imbalan didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam
bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, dalam hal ini antara Baitul Maal
wat Tamwil dengan pihak nasabah. Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan
berasal dari asset sendiri berasal dari keuntungan (bagi hasil) pembiayaan produktif
anggota dan tidak ada fasilitas mengenai dana untuk pembiayaan dari Lembaga
Pembina yaitu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Hal ini dikarenakan
lembaga tersebut tidak memiliki peran sebagaimana Bank Indonesia (BI) terhadap
bank-bank yang ada dalam pengawasannya. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H
Direktur BMT Sinar Insani Jember, 9 Mei 2001).

30
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Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam operasionalnya menggunakan prinsip-

prinsip pembiayaan operasional sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga

Perbankan Islam yaitu Prinsip Bagi Hasil. Prinsip in1 merupakan sistem yang meliputi *

tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (Shohibul Maal) dengan

pengelola dana (Mudharib). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT

dengan anggota atau mitra. Bentuk prdduk yang digunakan adalah dana mudharobah.

Sebagaimana Lembaga Keuangan pada umumnya dalam pemanfaatan fasilitas

pembiayaan, BMT Sinar Insani juga menerapkan ketentuan-ketentuan atau prosedur

persyaratan bagi calon debitur. Mengenai prosedur yang merupakan kebijakan BMT

yang diterapkan di BMT Sinar Insani adalah sebagai berikut :

¢

seorang calon debitur mengikuti penyuluhan tentang produk dari sistem
pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal ini penting dilakukan agar calon debitur
mengerti makna dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan rentenir atau sistem
bunga.

calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan.
Bagi calon debitur yang tidak bisa membaca atau menulis, maka formulir dusi

dengan dibantu oleh petugas.

_calon debitur mengikuti wawancara (investigasi) yang dilakukan oleh petugas

bagian pembiayaan. Dengan wawancara ini diuji kesesuaian apa yang ditulis
dengan apa yang diucapkan.

petugas pembiayaan melakukan verifikasi analisa pembiayaan dari data-data yang
didapat calon debitur.

bila kesimpulannya proyek usaha tersebut layak dan berprospek maka diadakan
peninjauan atau survey ke lapangan (tempat usaha calon debitur) sebagal
konfirmasi atau hasil wawancara mengangkat diri dan usaha calon debitur,

apabila terbuka semuanya lancar dan BMT telah memperoleh data-data dan
keterangan yang diperlukan berikut keyakinan bahwasanya calon debitur tersebut

layak untuk diberikan suatu pembiayaan maka BMT mengadakan suatu
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kesepakatan atau perjanjian atau agad kredit dengan calon debitur tersebut secara
tertulis, maka pembiayaan siap dicairkan.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur (nasabah) adalah :

1. telah mengajukan surat permohonan dan telah memenuhi semua prosedur untuk
memperoleh pembiayaan dengan mengacu pada ketentuan yang telah
ditetapkanoleh pihak BMT.

2. obyek usaha harus jelas dan harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Jaminan kepercayaan.
Hal ini sama artinya dengan kelayakan mental yang sangat berfungsi sebagai
parameter yang perlu diukur pada mental calon debitur, misalnya adalah :
1. Kejujuran
2. Keadaan rumah tangganya
3. Pola kehidupannya.

b. Layak pembiayaan
Maksudnya adalah bantuan modal yang diberikan BMT dinilai dapat
meningkatkan omzet usaha calon debitur sekaligus menaikkan pendapatannya.
Kelayakan ini menjadi pegangan BMT dalam memberikan suatu pembiayaan.

3. menyerahkan fotocopy KTP yang terbaru.

4. adanya referensi dari ketua Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal calon debitur
sebagai alat bukti bahwa calon debitur tersebut benar-benar berdomisili di
lingkungan RT tersebut dan benar-benar mempunyal usaha.

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya juga, lembaga BMT dalam
menjaga kelancaran perjanjian pembiayaan juga menggunakan pririsip-prinsip analisa
pembiayaan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Prinsip penilaian

tersebut dikenal dengan unsur 5C.
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Adapun prinsip penilaian tersebut adalah :

L

Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk’
memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota BMT
yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

Capacity

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan
pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur di masa lalu
yang didukung dengan pengamatan di lapangan tasa usaha nasabah, cara
berusaha ataupun tempat berusaha. BMT melakukan dengan melihat
perkembangan usaha debitur melalui kemampuannya mengangsur dana yang
dikelolanya setiap bulan dan melihat usahanya minimal 4 (empat) bulan ada
kemajuan atau tidak. |

Capital

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang
diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui ratio finansialnya dan
penekanan pada komposisi modalnya.

Colateral

Colateral adalah jaminan milik debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika
suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai
pengganti dari kewajibannya. Tetapi, collateral dalam BMT lebih ditekankan
pada faktor : kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan
usahanya, saling mengenal karena dacrah usahanya tidak jauh melalui tanggung
renteng dan/atau tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.
Conditions

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum
khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan
karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat

besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.
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Prinsip penilaian tersebut menjadi suatu jaminan dalam penyaluran dana, dimana ada
keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitur (nasabah) untuk memenuhi
kewajibannya sesuai dengan agad perjanjian pembiayaan yang merupakan .
kesepakatan bersama.

Lembaga BMT dalam operasionalnya tidak menerapkan semua prinsip
penilaian tersebut tetapi lebih mengutamakan charakter, capacity, capital atau 3C. Hal
ini disebabkan debitur (nasabah) pada umumnya merupakan masyarakat yang
memiliki usaha ekonomi relatif kecil, misalnya : toko pracangan atau wlijo. Dengan
dasar pertimbangan ini maka tidak menimbulkan tekanan atau memberatkan bagi
calon debitur. Lembaga BMT Sinar Insani di samping menggunakan prinsip penilaian
dengan unsur 5C, juga menggunakan penilaian yang bersifat prediksi maka
diperlukan formula dan pendekatan ilmiah dalam melakukannya. Beberapa persiapan
dalam melakukan penilaian terhadap debitur (nasabah) diimplementasikan dalam
suatu bentuk pendekatan, proses pengumpulan informasi dan penetapan titik kritis
proyek. Beberapa pendekatan tersebut adalah sebagai berikut
1) Pendekatan Karakter

Pada pendekatan ini proses ‘pemberian dana pembiayaan didasarkan atas
kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku dari calon debitur.
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling murni karena acuan dasarnya
adalah kepercayaan pada karakter usaha personalnya. Pendekatan ini merupakan
pendekatan yang paling komplek karena karakter seseorang sangat sulit di ketahui
dengan baik. Jika pendekatan ini dipakai maka secara teoritis akan memberikan
jaminan kelayakan usaha, sebab penilaian ini sangat tergantung kejelian dan
kepekaan seorang analis. Penilaian karakter memerlukan waktu dan metodologi
yang lebih komplek dibanding pendekatan yang lain.
2) Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Pendekatan ini menekankan pada kemampuan debitur mengembalikan pokok
pembiayaan, apakah berdasarkan pada proyek yang dibiayai atau sumber dana

lainnya yang mungkin dapat menutup pengembalian dana pembiayaan. Penilaian
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kemampuan pengembalian dana pembiayaan dapat dilakukan dengan melihat
penilaian Cash Flow (secara sederhana) serta mengembalikan pula dengan
estimasi dari Source dan Use of funds calon debitur apabila yang bersangkutan
mempunyai administrasi keuangan yang cukup baik dan dapai dipercaya. BMT
melaksanakan dengan melihat perkembangan dunia usaha debitur melalui
kelancaran dan kemampuannya dalam mengangsur dana yang di kelolanya atau
memenuhi kewajiban tepat pada waktunya kepada pihak BMT sesuai kesepakatan
kedua belah pihak dan mengawasi perkembangan usaha debitur minimal 4 (empat)
bulan mengalami kemajuan atau selalu mendapatkan kerugian.

3) Pendekatan Kelayakan
Disebut layak (feasible) jika suatu proyek atau usaha dapat secara layak
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan norma-norma bisnis yang berlaku.
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling rumit karena karakter proyek
masih dalam wujud angan-angan dan total jaminan sebagian besar berwujud
barang modal yang dibiayai. Selain itu sumber dana lain juga tidak di miliki.

4) Pendekatan Jaminan
Pada pendekatan ini ditekankan pada kondisi ekonomis dari jaminan, sehingga
keputusan memberikan dana pembiayaan didasarkan pada keamanan jaminan. Di
dalam BMT, jaminan lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan
hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya ; saling mengenal karena
dacrah usahanya tidak terlalu jauh melalui tanggung renteng dan/atau tokoh
setempat yang di iringi dengan kegiatan pengajian bersama.

5) Pendekatan Fungsi BMT
Pada pendekatan ini BMT menempatkan dirinya sebagai lembaga ekonomi yang
usaha pokoknya menyalurkan dana yang bersifat profit dan non komersial.
Bersifat profit, pada saat BMT berfungsi sebagai mediator antara pemilik
kelebihan dana (Shahibul Maal) dengan pihak yang kekurangan dana (Mudharib),
bersifat non komersial, pada saat sebagai mediator antara pemberi zakat (Muzakki)
dan penerima zakat (Mustahik).
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Adapun proses pengumpulan informasi adalah sebagai berikut :
A. Informasi Umum
1). Reputasi calon debitur
2).  Data ekonomi menyangkut usaha yang akan dibiayai
3).  Data perkembangan rekening simpanan atau tabungan
B. Informasi Khusus
1). Data keuangan calon debitur
2). Data teknik usaha (manajemen sederhana) calon debitur
3). Data ekonomis dan yuridis jaminan (apabila sangat diperlukan untuk

pembiayaan skala besar)

4). Data lain yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau proyek

Mengenai penetapan titik kritis proyek atau usaha adalah penentuan aspek
yang merupakan faktor dominan akan keberhasilan proyek. Dalam penetapan ini ada
beberapa aspek yang harus dianalisa atau dilakukan, yaitu aspek pasar, aspek teknis,
aspek manajemen, dan aspek lainnya yang merupakan hubungan yang saling berkait
satu sama lain. Diantara semua aspek yang ada yang merupakan aspek terbenting
adalah aspek pasar karena tanpa pemasaran maka keseluruhan produksi akan macet
atau berhenti. (Tim PINBUK Jember dengan Bank BNI '46, 1997:128)

Skema perjanjian pembiayaan yang digunakan di BMT sebagai suatu
prosedur dalam pemberian fasilitas pembiayaan masih bersifat sederhana mengingat
gerak operasionalnya masih bersifat relatif sederhana dan kecil. Adapun skema

perjanjian pembiayaan yang berlaku di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah :

Manager

1

Bagian Pembiayaaan

T Rangkuman

Survey, Referensi RT

Permohonan Debitur [———» Penilaian Data /5C
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ad :
Debitur mengajukan pembiayaan ke Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan
mengajukan permohonan untuk menjadi debitur (nasabah). Permohonan pembiayaan'
bisa diterima BMT jika calon debitur memenuhi persyaratan, prosedur dan prinsip-
prinsip penilaian (5C) sebagai debitur. Semua ketentuan tersebut jika sudah dipenuhi
oleh calon debitur maka BMT (bagian pembiayaan) akan melakukan survey terlebih
dahulu dan membuat rangkuman atau catatan tentang kondisi debitur, kemudian
dengan persetujuan Manager BMT maka bisa dilakukan perjanjian pembiayaan.
Penyaluran dana dalam perjanjian pembiayaan di BMT Sinar Insani Jember
batas waktu yang digunakan adalah tiga sampai empat bulan dengan batas
peminjaman minimal Rp.50.000,00 dan maksimal Rp.1.000.000,00. Perjanjian ini
menggunakan Fiduciaire eigendom overdracht atau dengan jaminan barang yang
dimiliki debitur (nasabah), untuk agad pembiayaan dengan dana senilal
Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke bawah tidak harus menggunakan
jaminan dalam bentuk barang namun hanya jaminan kepercayaan dan itikad baik dari
pihak debitur (nasabah). Hal ini juga dikarenakan adanya sikap amanah dan upaya
menegakkan syari’ah Islam dalam pembiayaan oleh pihak BMT, sehingga jaminan
barang tidak menjadi sesuatu yang mutlak menjadi kewajiban debitur. BMT dalam
melaksanakan penyaluran pembiayaan lebih bersifat membantu dan tidak semata-
mata untuk mendapatkan keuntungan. Keberadaannya yang demikian itu maka yang
berhak menjadi debitur (nasabah) dalam perjanjian pembiayaan di BMT adalah
semua anggota BMT yang mempunyai usaha kecil dan layak diberi pembiayaan.
Pelaksanaan perjanjian ini mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah
perjanjian. Debitur yang mengajukan pembiayaan, namun tidak memenuhi ketentuan
pasal 1320 KUHPerdata maka pihak BMT tidak akan memenuhi pengajuan

perjanjian pembiayaan tersebut. Penilaian terhadap debitur meskipun terdapat

kemampuan untuk memenuhi kewajiban, tetapi jika tidak ada kelayakan usaha maka
lembaga BMT Sinar Insani juga tidak bisa memenuhi pengajuan pembiayaan oleh

calon debitur. Kelayakan usaha dari debitur ini bisa dipandang jika mempunyal
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kemampuan meningkatkan kesejahteraan (prospek baik) dan memenuhi aspek yuridis
yaitu usaha debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Usaha yang di
pandang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah bukan yang
bertentangan dengan nilai-nilai syari’ah Islam, bisa berpartisipasi memenuhi
kewajiban jika di kenai peraturan pemerintah (pajak, retribusi). Sebagaimana lembaga
perbankan konvensional dalam memberikan pembiayaan pihak BMT menggunakan
perjanjian dengan sistem standard contract. Bentuk perjanjian ditetapkan dari pihak
BMT, namun dikarenakan sifatnya yang lebih menekankan untuk membantu
masyarakat terutama lapisan bawah maka sistem standard contract tersebut tidak
berlaku mutlak atau tidak berharga mati. Perjanjian ini meskipun menggunakan
bentuk standard contract yang tidak berharga mati atau telah baku baik bentuk
maupun materinya, dengan dasar pertimbangan umumnya debitur (nasabah)
merupakan masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi relatif kecil, namun
pemenuhan kewajiban oleh debitur tetap harus berjalan sesuai dengan kesepakatan.
Dikarenakan juga sifatnya yang membantu maka pelaksanaan perjanjian pembiayaan
dalam pembagian nisbah bagi hasil pihak BMT lebih kecil dari debitur. Dalam hal ini
pihak BMT tidak merasa di rugikan karena di samping tujuannya untuk bisnis juga
mempunyai itikad menegakkan syari’ah. Pihak debitur bisa mengambil manfaatnya
karena tidak ada tekanan atau keWajiban yang memberatkan. Bentuk pengawasan
demi kelancaran perjanjian pembiayaan dilaksanakan oleh BMT (bagian pembiayaan)
minimal satu minggu sekali untuk melihat perkembangan usaha dari debitur dan
melihat adanya kelancaran atau tidak dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur
kepada pihak BMT selaku pemilik modal sesuai dengan jangka waktu yang telah
disepakati bersama.

Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan BMT Sinar Insani Jember telah
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap mengimplementasikan
sistem syari’ah. Adanya sistem syari'ah tersebut memberikan manfaat terhadap

masyarakat terutama debitur (nasabah) BMT Sinar Insani. Hal ini disebabkan tidak
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adanya tekanan riba atau bunga sebagaimana yang terjadi pada lembaga keuangan

bank konvensional.

3.2 Kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam Perjanjian
Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil dengan berlandaskan pasal 1338 KUHPerdata dalam
melaksanakan perjanjian pembiayaan menggunakan Surat Perjanjian Pengakuan
Hutang. Suatu perjanjian yang mempunyai dampak scbagai konsckuensi yuridis,
perlu adanya suatu sarana untuk keamanan dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk
memperkecil terjadinya risiko yang kemungkinan terjadi dari perjanjian pembiayaan,
disamping adanya surat referensi dari Ketua Rukun Tetangga (RT) maka juga
diperlukan agad pembiayaan yang dikenal dengan Surat Perjanjian Pengakuan
Hutang.

Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah aqad pembiayaan tertulis yang
berisi perjanjian antara pihak BMT selaku pemilik modal dengan anggota BMT
selaku pengusaha kecil yang memanfaatkan dana dari BMT yang disahkan oleh
pimpinan BMT dan dibuat di hadapan manager, debitur dan disaksikan oleh dua
orang saksi. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang ini bukan merupakan suatu instruksi
atau ketentuan khusus dari Lembaga Pembina (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil /
PINBUK), tetapi merupakan suatu kebijaksanaan antara pengurus (manager) dengan
pengelola Baitul Maal wat Tamwil. (Wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur
BMT Sinar Insani Jember, 9 Mei 2001).

Selama ini perjanjian pembiayaan yang terjadi antara BMT dengan debitur
tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit sebagaimana dalam lembaga
perbankan tetapi dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut.

Adapun isi dari Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah sebagai berikut :

1. identitas (nama, pekerjaan, alamat, tempat tinggal lahir) dari si peminjam
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2. pernyataan yang berisi pengakuan bahwasanya si peminjam telah menerima
sejumlah dana pembiayaan dari pihak-pihak BMT yang disertai tambahan
keterangan tentang hari dan tanggal penerimaan dana. |

3. keterangan mengenai nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak peminjam
dengan pihak BMT.

4. keterangan mengenai jangka waktu pelunasan, cara pembayaran angsuran dan
jumlah rupiah yang akan dibayarkan.

5. penetapan jangka waktu akhir pelunasan.

6. keterangan mengenai agunan yang hendak diikatkan oleh si peminjam kepada

- pihak BMT.

7. keterangan mengenai metode penyelesaian perselisihan antara si peminjam
dengan pihak BMT.

8. keterangan mengenai tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan.

Surat Perjanjian Pengakuan Hutang ini berlaku bagi kedua belah pihak yaitu
pihak BMT dengan pihak debitur dan berakhir jika sudah terjadi pemenuhan
kewajiban oleh debitur. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang dipergunakan
dalam perjanjian pembiayaan di BMT memiliki dampak yuridis yakni adanya
kemanfaatan jika menggunakannya dan adanya kelemahan jika tidak
menggunakannya. Adapun beberapa kemanfaatan tersebut antara lain :

1. apabila pihak debitur wanprestasi maka pengelola (manager) BMT dapat dengan

mudah mengambil kebijaksanaan dalam penyelesaiannya.

2. apabila terjadi kesalahpahaman antar debitur dengan pihak BMT dapat dengan

mudah untuk diluruskan.

3. adanya kepastian dalam mengambil sikap oleh pengelola (manager) BMT.

Beberapa kelemahan antara lain :

1. apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak tidak dapat mengukur kesalahan dan

kebenaran masing-masing.

2. tidak adanya kepastian sikap yang harus diambil oleh pengelola (manager) BMT.

3. apabila terjadi perselisihan tidak dapat dengan mudah diperkarakan di pengadilan.
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Tujuan dipergunakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang adalah untuk
mengikat para pihak BMT dengan anggota apabila terjadi wanprestasi, sehingga bisa
mempermudah untuk mencari upaya penyelesaiannya. Adapun fungsi surat tersebut”
adalah sebagai sarana pembuktian demi kelancaran perjanjian pembiayaan di BMT
dan jika diperlukan dalam persidangan.

Dengan demikian kedudukan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam
perjanjian pembiayaan sangat kuat dan memiliki dampak yuridis yang positif bagi
kelancaran dalam penyaluran pembiayaan dan memberikan faktor keamanan terhadap
risiko yang timbul sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan tersebut.
Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang memiliki kedudukan penting dalam
perjanjian pembiayaan artinya merupakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai
tambahan atau pelengkap dari suatu perjanjian pembiayaan. Hal ini berarti
perlindungan hukum dari suatu pembiayaan tidak bisa hanya menggunakan unsur
kepercayaan, tetapi pelaksanaan suatu perbuatan hukum lebth memiliki kekuatan
yuridis jika kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis yakni Surat Perjanjian
Pengakuan Hutang.

Dengan terjadinya penandatanganan dari kedua belah pihak yaitu pihak
BMT dengan debitur (nasabah) dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang maka
sebagai konsekuensi yuridis perjanjian sudah berlaku dan mengikat masing-masing
pihak. Dalam perjanjian tersebut tidak bisa salah satu pihak membatalkan perjanjian
tanpa ada pemberitahuan atau kata sepakat dari masing-masing pihak. Meskipun
perjanjian pembiayaan di BMT merupakan perjanjian standard contract, tetapi jika
terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pengembalian dana atau pembiayaan
maka pihak BMT akan menetapkan lagi adanya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang
yang baru yang disebut dengan aqad pembaharuan berdasarkan atas kesepakatan

bersama.
Dalam pengertian hukum Surat Perjanjian Pengakuan Hutang yang

digunakan dalam perjanjian pembiayaan di BMT Sinar Insani bisa dipandang sebagai

surat berharga karena bisa digunakan sebagai alat bukti untuk meminta pemenuhan
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kewajiban oleh pihak BMT Sinar Insani kepada debitur (nasabah). Adapun fungsi
utama daripada surat berharga adalah sebagai berikut :

a) Sebagai alat bayar

b) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih

¢) Sebagai surat bukti hak tagih. (Fuady, 1995:239)

3.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian
pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil.

Dalam hukum perjanjian ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya
suatu perjanjian yaitu wanprestasi atau ingkar janji dan force majeure. Dalam
penulisan skripsi ini, penulis hanya akan membahas tentang wanprestasi atau ingkar
janji yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dan upaya penyelesaiannya.

Dalam perjanjian pembiayaan, ingkar janji yang disebabkan oleh kelalaian
dari pihak debitur dalam melakukan pemenuhan kewajiban yaitu mengenai
pembayaran uang dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak Baitul Maal wat
Tamwil Sinar Insani. Faktor kelalaian terjadi apabila ia tidak memenuhi
kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang
telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus
dinyatakan dahulu antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang
berdampak terjadi perselisihan.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada BMT Sinar Insani apabila terjadi
wanprestasi disebabkan kelalaian yang berakibat keterlambatan dalam pemenuhan
kewajiban oleh debitur. Ketidaklancaran perjanjian pembiayaan tersebut, Lembaga
BMT Sinar Insani melakukan upaya penyelesaian sebagai berikut :

1. Musyawarah
Upaya penyelesaian melalui musyawarah merupakan langkah paling tepat dan
. mencerminkan hidup tolong menolong. Dalam mengambil kebijaksanaan ini
pihak
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BMT Sinar Insani berpedoman kepada Hadist Nabi dari Abi Hurairoh yang

terjemahannya :

“Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya,‘

maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan

niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut™.

Dalam musyawarah diambil suatu kebijaksaan apabila terjadi penyimpangan

dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur, yaitu :
Pihak BMT Sinar Insani akan meninjau terlebih dahulu faktor penyebab
terjadinya wanprestasi atau kelalaian tersebut. Jika disebabkan faktor sumber
daya manusianya yang lemah atau kondisi negara yang berdampak negatif
sehingga sangat mempersulit dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur,
maka segala risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak BMT Sinar Insani.
Jika disebabkan faktor kesalahan sumber daya manusia, maka kewajiban
akan tetap ditanggung sepenuhnya oleh debitur (nasabah) dengan membuat
surat atau agad pembiayaan yang baru atau aqad pembaharuan. Toleransi
perpanjangan ini diberikan atas dasar pertimbangan yang bisa diterima oleh
pihak BMT Sinar Insani dengan pihak debitur, dan tenggang waktu agad
pembaharuan dibuat atas kesepakatan bersama.

Memberikan bimbingan (intensif)

Bimbingan ini diberikan oleh pihak BMT Sinar Insani kepada debitur (nasabah)

dengan melakukan pembinaan agar usaha yang dikelola akan lebih berhasil

sehingga debitur (nasabah) dapat melakukan pemenuhan kewajiban sesuai

dengan yang diperjanjikan dalam aqad pembiayaan. Usaha ini mencerminkan

dari fungsi BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang memperkokoh dan

meningkatkan kesejahteraan anggota.

Penyitaan jaminan

Kebijaksaaan untuk melakukan penyitaan jaminan dilakukan apabila dalam

upaya penyelesaian musyawarah tidak tercapai kata mufakat dan dalam upaya

pembinaan yang dilakukan tidak terwujud, maka penyelesaian terakhir yang
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dilakukan pihak BMT Sinar Insani adalah dengan melakukan penyitaan terhadap
barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut, namun
untuk pembiayaan yang tidak ada atau tidak menggunakan jaminan barang maka
ada perkecualian yaitu debitur tetap dibebani pemenuhan kewajiban sesua
dengan kesepakatan dengan tenggang waktu yang diberikan oleh pihak BMT dan
bentuk perjanjian pembiayaan lebih bersifat lunak. Upaya penyelesaian BMT di
Jember pada umumnya adalah :
1. Musyawarah.
Hal ini dikarenakan landasan operasional BMT adalah syariah Islam yang
lebih memprioritaskan jalan damai dan adanya kepedulian pada sesama
saudara yang membutuhkan pertolongan .
2. Penyitaan jaminan.
Kebijaksanaan ini dilakukan jika jalan damai tidak bisa mencapai kata sepakat
sehingga pihak kreditur (BMT) dirugikan dengan tidak di penuhinya
kewajiban oleh pihak debitur sehingga pelunasan hutang harus melalui sita
jaminan barang. (wawancara dengan Bapak Suroso, S.H Direktur BMT Sinar
Insani Jember, 5 Mei 2001).

Dalam hal terjadi wanprestasi, ada beberapa cara lain yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak menurut pasal
1267 KUHPerdata, digunakan sebagai acuan yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi
2. pembatalan perjanjian
3. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan antisipatif atau pencegahan terhadap debitur (nasabah) yang dapat
dilakukan pihak BMT Sinar Insani atas terjadinya wanprestasi atau kelalaian dalam
pemenuhan kewajiban adalah :

1. bimbingan atau pengarahan sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan.
2. adanya aqad pembiayaan atau Surat Perjanjian Pengakuan Hutang

3. kesepakatan adanya jaminan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

L.

Perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
Sinar Insani Jember merupakan perjanjian antara pihak BMT dengan anggota
BMT selaku pengusaha kecil dengan berlandaskan sistem syari’ah dengan
prinsip bagi hasil, menggunakan standard contract yang tidak berharga mati
dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang. Mengenai ketentuan
KUHPerdata digunakan sebagai acuan sehingga lebih  menunjukkan
kesempurnaannya.

Perjanjian pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani Jember
menggunakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang sebagai sarana untuk
memperkecil risiko dalam perjanjian dan memiliki kedudukan penting dalam
pembuktian dan mempermudah kelancaran dalam perjanjian pembiayaan
tersebut.

Upaya penyelesaian apabila terjadi  wanprestasi.  Kelalaian, kealpaan,
keterlambatan debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, ada
beberapa tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata,
namun fungsinya digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan kesempurnaan,
antara lain :

a) pemenuhan perjanjian dengan disertai ganti rugi

b) pembatalan perjanjian

¢) pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

45
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Adanya wanprestasi di Baitul Maal wat Tamwil Sinar Insani Jember bentuk
upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah, bimbingan
(intensif), penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian ini digunakan berdasarkan atas -
bentuk perjanjian pembiayaan yang saling menguntungkan karena menggunakan

prinsip bagi hasil dan mengingat adanya fungsi BMT sebagai lembaga keuangan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Berkembangnya Baitul Maal wat Tamwil yang berlandaskan syari’at 1slam tanpa

-~

3.

bunga dengan sistem bagi hasil yang mempunyai fungsi dalam penyaluran dana
dalam bentuk perjanjian pembiayaan, hendaklah tetap terjaga pelaksanaannya
sesuai ketentuan syari’ah sehingga bisa menjadi harapan bagi masyarakat terutama

kaum dhuafa dalam mencari sistem ekonomi yang bebas dari unsur ribawi.

 Keberadaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dalam perjanjian pembiayaan

memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keamanan dari risiko sebagal
konsekuensi yuridis adanya perjanjian, guna mempermudah dan memperlancar
pelaksanan  perjanjian pembiayaan, hendaklah senantiasa Qilukukun upaya
penyempurnaan demi kesempurnaan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut
sehingga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan
pada masyarakat atau jaminan akan kepastian hukum

Wanprestasi yang terjadi seperti keterlambatan pemenuhan kewajiban pada
perjanjian pembiayaan merupakan salah satu dampak yuridis pada suatu perbuatan
hukum. Hal ini tidak terlepas dari kestabilan kondisi perckonomian negara yang
terjadi pada melemahnya nilai rupiah, yang merupakan tanggung jawab
pemerintah. Oleh karena itu hendaklah pemerintah segera melaksanakan
pembaharuan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi
kesejahteraan rakyat, antara lain dengan memperbaiki pola kerja dan kewibawaan

pemerintah sehingga kepercayaan rakyat pada pemerintah tetap terjaga.
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s et o R e N PERUBALIALL DAN PEMBUBARAN === mm o=
————————————————— —mmeom ] |3 HEe SEEEE s s s —e = s

| . Badan Pembina dapal mengusullkan perubalian Angaaran

, Dasar uatau pembubaran TYuvasan kepada Pendiri.

2. Pendiri, baik atas usul Badan Pumbina maupun atas-

l pralkkarsa sendiri berwenang menelaphan perubahan --

Angaaran Dasar dan pembubaran Yayasan.

-------------- LIKWIDAST ‘DAN SISA KEKAYAAM =—======co==-
————————————————————— BEASHI D14 = oSS Sy S e e

|. Apabila Yayasan ini dibubarkan, malka likwidasi =--

diselenggarakan oleh Badan Pembina o i higvghy — ==
OEmaANaSAn Pemdl M9 = T e oo S e Bl S S s

2. Pendiri berwenanyg menenbultan card card memperduna
‘ kan sisa kekayaan Yayasan, =-=-=--- e
————————————————— KETEHMTUAN PEMUTMP =iz cm mos o e 2
------------------------- PEISU] ]5 — e ie - wr e BB as A e v (e T e e e e

=Hal hal yangltidak“ntau helum culiup diatur dalam -~
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) Ir. RADINAL MOOCHTAR, ==m-==-m-m—m—ee-

b DFR. THTEN BOBWEND . sscsssmmmmmmn e
Prof.Dr. SUJUDT, =e-eocmmm o e e e meme

. | Prof.ne, (RRAMTM HABAN, ~=-- AR

HAYONO TSMAN, ==weccow-

Dr . BEDDU AMANG, =--
Praf.Dr. SRI EOLI SWABOUD, —===—e—eea- i
SURYANT SUDIROJA, ~-=-mmmo— e

Tr. RAHARDT RAMELAI. ==-w-seoeemem e -
Leljen. (Purn) ACHHMAD TIRTOSOEDIRO. -
Zos B HATRI S~ e B == e
KiH. ALTE YAFTE, =w-vommm e mm e
Drs. RACHHAT SALEH, ~--rmmmsm e e e
Lro ABURIZAL BAKRIE, —=-~--vomceaeemn
H. SUDWIKATHMONO. =wwemeee - e m————
H. PROBOSOETEDJO, =----mmmmmm e em o
H. TBRAHIM RISYAD. ~=crmm o mmm e
H. MUHAMIAD HASAN . — = s e e e e
Nr. SUKAMDART 8. GlITOSARDIOHQ. =—=----

Ir. FADEL MUMAMMAD, ——--m e e e

USHAN ATHADJAYA, =wmmmmmm e e
Praf .Drs. M. DAWAM RAHARDJO, -==w-ew--

H.R. AGUNG LAKSOHNO., -—=~====-c—-eua A A

DroTe. TRAWADT DJAMARAN, —====---eeem
————————————————— s BADAMGREHMBIIAT S~ oo o ~omnm
- Ketua Umum L ) o] B}illl;l;'\[)'!. b e i i
- Ketua 1 t DL SAYUTI HASTBUAM., ——====mmmwwa
- Ketua JI ¢ Drs. SIDIK PRAWIRAMEGARA., —=-=m==-
- Ketua 111 : Ir. MARTIONO HADTANTO MBA. --=~-

- Ketua 1V s Or, Tr, HMUSLIMIH SASUTION, =sss=w
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KIUSYATRL, =w-mvemscme—ee e -———
Ors. RARMAEN PERWMATAATHADJA MPA. -
Ors. ATANG M. SAPTARI. ---=-=-==--

Dra. TRULYANTI SUIRASHO, M.Psi. -

) KEHARBRDIM,; HMA, —-—ss=wo—=smmmom=

Drs. BAMBARNG WIHOND. =—=—m-=—===s==

Drs . SOEYAN RAZE AR, =s=——=mm—n—oe

e M S G KT il = Seseee

NS LT LT e = e S = e =
i, B M 5H1N T P S T
o ey o i et e e e (SATYAHINERICEIR AN i == == S SR =
- DiraelKtur Wiama : % e M: pon iy B IAE . T RNEE

&

-Maka, dari hal hal tengnlnn.ciiuLus, dMEELGL ahl @ T
B R S (W T A = T i s mm i i e e
- ibuat dan dir?smtkan di Jakarta, picla hari dan —-=--
tanygal seperti tersebul pada awal alla inil dihadapan
Tuan Doktorandus MAR'TE MUHAMMAD dan Tuun Doktorandus
Haii BIMHADI, keduanyn par il ie, be Lempat. tinggal-
didakaita, sshagai saksn sakel . —=ro-TooseTomEEemoeT
-selelah alta ini dibacakan oleh sayi, llotaris kepada

Para Penghadap dan para gsaksi, maka akta ini segera -
ditanda tangani oleh Para Penghadao, pard salksi dan -

sava, HoLar1s —————————————————————————————————————————

-Dllangsungkan tappa perubalian, ==-<=<FrroermoomEeEes

Dike]uarkaﬁ/pfnugui saliiman . =——r

Notayis Fengganti,
T AR

ﬁ twﬁ]l" i

\a rth]ggJ
.;t‘,|wu V”

u]i‘)r‘

|."J
G
Yool YUDO PARIPURNO, S.H. )
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Lampiran

Digital Regositor _Univgrsnaﬁ Jember
URAT KETERANGAN FERENST

BISMILLAAHTRROHMAANTIRROHIIYM

Yang bertanda tangan dibawah ini, suya

N ama

Tempat/Tgl. Lahir

Agama

Pekerjaan/Usaha

Alamat Rumah

Menerangkun dengan sebeaurnya bahwa

Nama

Tempat/Tgl: Lsehir

Agama

Pekerjsan/Usaha

Alamat Rumah

Adalah benar-bensr bermaksud mengajukan
tul Mal Wat Tamwil " SINAK INSANI
€ aini v o e o x e e S e oo 2o s +« ) untuk keperluan .
Adapun sepanjang yang kami ketahui yeng bersangkutan mempunyai jiwa
amanah, jujur dan bertanggung Jjaweb dalam pergaulsn sehari-hari,

pembiayasn/krediti kapada Begi-
"sebesar Hp.

Demikian surat keterangan / referensi

ini kami buat untuk keperluan
meksud diatas.,

Jember,

Yang memberi Referensi,

avh
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SURAT KITERANGAN / REFERINGT

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

Yang bertanda toangon dibuwab ini, suyo

Neama : BOSH. SALTH

Tempat/Tgl. Lahir v JIFRBR ] 2=11u0 B
Agama : TSLAM

Pekerjaan/Usaha WIPECAWAT TR

Alamat Rumah & FELCVASTTTR TRRE Ny 2l R

Menerangkan dengan sebenurnya buhwa

N amma . MUSBAH CHUSNUL CHOTIMAH

Teﬁpnt/Tgl. Lahir : Jember, 08-C&-1968 ;

Agama ¢ gilbsl amy |

Pekerjsan/Usaha . Prucungan/Wlijo di Terum. MASTRIY ;
Alemat Rumah . Perum. MASTRIT K/12 Jember ;

Adalah benar-benur bermaksud mengujukan pembiayaan/kredit kepada Bai-
tul Mal Wat Tamwil " SINAK INSANI "sebesar Rp. .31Q0Q0.:QQQ.QQ.5=77377=
( =5z, SATY, JUTA, RUPTAE., #7755, .. «« ) untuk keperluen
Adapun sepanjang yang kami ketahul yang bersangkutan mempunyal jiwa
amanah, jujur dan bertanggung Jjowab dalam pergaulan sehari-hari.

T T LI I )

Demikian surat keterongan / referensi ini kemi buat untuk keperluan
maksud diatas.,

| Jember;l-,v- n
i Yang memb#ri Referensi,
i Ph oy .

hetua 27 RY .
I | )

RT
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A.

D.

™ S e LNk b b VAN S MM b ATWA
. ‘ Al
===k ) BMT "SINAR INSANI
JU Bsrnatia Mo G0 - A gerier Telp, (0031) 4327230
FORMULIR

PENGAJUAN EEMB T L4070 60

IDENTITAS
Namn a MUSBAH C.C.

Alamat : _Perus. MASTRIF K-12 Jeuber

Jenis Usaha Pracangan/Wlijo
Lokas; Usaha

Perum. Mastrip Jember

MODAL USAHA DAN PENDAPATAN -
Modal Sendiri Rp. . 3+000.000,00

----------------

Laba Bersih : Rp. ...75Q.000,00

Kemampuan Menabung Rp. 100.000,00

................

RENCANA PEMBIAYAAN

1. Jumlah Pembiayaan : Bp. JEURE-000.00 O

2. Lama Femblayaan DL 2. IGREEINIRGAR/Pulan

3. Penyetoran
- Angsuran Pokok : Rp. 100.000,00
~ Bagi Hasil : Rp. {10 : 90) dari laba bersinh
- Infaq/Zakat : Rp. .(Menyusul) _

4. Rencana Penggunaan Pembiayaan : Rp. 1.000.000,00

s )
Jember, 20 .“.ﬂ?f”f'tf'.'. 200( ,

Pemini&m, "
oo g
¥ A [
o e
A —MUSLAIl C. ¢,

CATATAN PENTING (Diisi Bag. Pembiayaan)

Anggota lawa, sudah di survei ke lokasgi

REFERENSI
1. N a ma . MOCH, SALEN
2. Al ama t . Perum. MASTIIP K-22 Jember

3. Hubungan dengan peminjam : Ketua RT

Disetujui Bagian Pemblayaan,
= m;_A 7 -5_\ ;;3. i
S L2 ([ § S /r;l
UROSO, sH (-\ ] — 54 =

RS i« 2 b
Hanage p ' R
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Lampir

RAYTUL MAAL WAT TAMWIL

2 0it3 ReBMAF Y YTIEARS PNGANTI"

JI Karimata No 82 Jember Telp (0331) 332730

\

ST

[

Dengan

tanggal 3

Lreaimt aned i

T
BIE

Moa m
Pzl e ) aan
Alamal

= Dalam hal

berhkedudukan

N & m &
Fekarr s

Alamat

mengharap

20 Legenbor

FESIANI TAN PEMBIAYAAN

08/BNT.SI/P.NS/XIT/0C

Mao.

ML LAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

U hamsts dna; kol

SURD0SD, S g
MEANT JEMBER

Manager BMT SIN&SR 3

Jl. ¥arimata 92 Joember.

ini Leriindal selaku Maneger BMT SINAR THNEANI ,
Jalan Maridmata 82, Jember .

el by
FLRAY, FERTAMA

MUSBAH 'CHYSNUL CHOTIMAH ;

Toko Pracangun/wlijo ;
MASTHRIP /172 Jember.

Perumn.

commrs PTHAK KEDUR =

Fidho Gllabh BWT, babwa pada hari ini Rabu --
r S0C0 telah disppakati akad pembiayaan
antara Filak Pertama dan  Fihak Kedus, dengsn

Muaharobah
svarat-syarat dan Letentuan—ketentuan sebagal berikut 7

Ferjandian

i

saling percaya,

Fasal 1

dilandasi oleh ketagwaan hepada Allah SWT,

ma

Fasa

wkhuwah islamiyah dan tanggung Jjawab.

- e " F-lll.‘-"\":.‘;':\l 4]

Ferjanjian pembilayaan ind disepakati bersama untuk Jangka waktu
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BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BMT "SINAR INSANI"

JI. Karimata No. 82 Jember Telp. (0331) 332730

5 Bulan ©amsnean, berkhilung sejal baodgaggel 20 Desember 2000

sehinjga akan Lerakhir pada tanggal @ 20 del 2001, —--criememeemeea-

Fasal

Perjaniian  peablayazn and dilakuwlan  dengan cara  datanggung

GEROCRFS  wone Lri-sencirtis

Fihak Fedus desgan ol mendgakta e babe seriee cma

sebosnr Fpl 1. 0000080 Esatn  Juta, pupiah).

e (i

cotara  tunal  dan sehalwoug dard BMT OSIMAR INEANT, sarng akan

1

digunakan untuk aengemtiangkan usabs Toho Precansan/ilijo =--=-=-

GLtas penerimaan uant

mam sy MmE ko peEy ) @i 3 s 11l Ler Lar Eaal g
sebagal tanda bterdima (Foltanz@i)oya yaing 2=l = o e 48
R L Fasal 5
Bahwa Pihal Medua dengan ini telah asenverahitan berang Jadndtian
barupa bHarans-bo 0 Fie ot ity

worenaan yvane, oew i Toko Fihan Kedug ----

dan pada ceaat berlangswignys perjanjisn ind barang jaminan terse-

Lut telah diserabhkan padsa Fihal

Fertama, dan Mibhak FPertama dengan

ini mengaku telab menerima barang jaminan tersebut, ———r-oee—-

e F'E.l'z-;"l C") porryre O K -8 0 Py oy iy el 5 o = s
Bamwa Fihabk Kgdua akas mengangsur butangnya pada YT STHAN

INSANTI dengan cara

1. Angsuran akan dilabokan pada

5 -
selama © B TSNS maee s ot — — R o o e e e R

2. Angsuran pertans aran dilakukan pads tanggal 05 Jan 2001 ’
2. Besarnve seltiap angsuran sebesar Rp. 100,000,00

- [':'l':'l‘._‘:')al T e e e e e s e s nm e

- Fihak Fertama dam Fibak FKedua telah sepakat bahwa besarnya bagl
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BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BMT "SINAR TNSANT"

JI. Karimata No. 82 Jember Telp (0331) 332730

wtsd l adalah LD
=1 I tespsih =l
h tyal
i e vk
vl
il
o 1
1|L :le
ST e
J N
’ : \
1
A} ¥
. {
gt A
Y B
L '\

Telapi
cukup

Bk tetap

ppatula terdapal

ban s@Lara TN S

27

bres 1w e e 4

(Domisili) yang

Negeri di Jember

ey ad

nakla

wati permasalahan, abe Tamriy . akan dimele
winralk,. akan tetapi bila dengan cara
b bexlah Fihal memi labh  hedudukan

LA

st T

urtetk BMT dan a0 bl FPahak Redua
: 1 iulel el YA
e
3! ! LI Pavy & Foevi
1 il & i - bovatn YT
| | 'l | 1
L Q@ | Vo
i @ Lt E o il Zing
| | i |
. 1 | )
\ .
! i | J
5t}
f i
I3 | | '
Vi < i 'Ia |
i il I
| fii gi
! i e
1y
| I 1 baran | ) updbneny  EE AL
- { sl & = g b
)t A bk bl beapad i
Bai arie 0 amaran Y ang dijaminkan tersebubt belur

Lunggak @aninga , il &

bk angann

Langgoung Jawak Fifial f

eritama. = - i

gam tetap di Kantar FarpEny beraan

Lt o

P G

Fengady ban
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BAITUL MAAL WAT TAMWIL

BMT "SINAR INSANI"

JI. Karimata No. 82 Jember Telp. (0331) 332730

- Demikian FPorjanjian

PIHAK

i ',."
.:e
( MUSB!
";
/
: I! ~
X.

II

TERALTEMPEL & 25
WETERALTEW g '

;

Fembiavaan ini, dibuat untuk dapat dipergu-

L a .

Saksi —

Jember, 20 Desember 2000

PIHRK I :

(SURDSO, SH)

saksi

2. RATIH/EXRTI,

S.9068
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BATTUL MAAL WAT TAMWIL

ded A1

BMFoNSINARIDNSAN I

JI. Karimata No. 82 Jember Telp. (0331) 332730

NAMA PEMINJAM
PEKERJAAN
ALAMAT
JENIS PEMBIAYAAN
JUMLAH PEMBIAYAAN
JANGKA WAKTU
BESAR ANGSURAN

KARTU PEMBIAYAAN

MUSBAHL CHUSNUL CLHOT IMAI

WLIJO di Perum.

Veruw,

Rp.

1.000,000,00

MASTRIP Jewber

MASTRIY K=12 Jember

=
O

TANGGAL

ANGSURAN

JUMLAH
PEMBIAYAAN

BAGI HASIL

TANDA TANGAN

&

A A

g v

7

Ll e,

A

e 7

L&

C.‘f' ,' .

/oo -

& oy, -

S

4. Al
ya

[C. 0.

1 ¢} Ay -
o aloo e

el

Ao, MY

VA28 i

XL T B

VoA

oo o

LYo

/.’\).[:;“x il | .

e Oy

SR i -

L T -

Doelp

L

208 . A,

22-"S> ey

‘e

S av

37l
&

22650t |

el

O|mi~|oo|b[w|rof—

| (7 - Ch-C
,

sl ligae

4. /-gar- o

Oop oo

JUMLAH
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‘ NO rTANGGAL ANGSURAN LAl

NGAN
pEMBIAYAAN | BAG! HASIL | TANDATA

o
o
o __,_1_ _Tﬁ

=
(3]
(=
IS AR

Jembery 2D Lap LI
BAGIAN PEMBIAYAAN - PEMINJAM :

e "/./1

(SUROSO, SH)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

FERE M1 L= .4 at -

BAI'LUL MAAL WA'T TAMWIL,

BMT "SINAR INSAINI"

JI. Karimata No. 50 - A jember Telp. (0331) 432730

S DR 1 | S e

PEMBUKAAN SIMPANAN-
BAITUL MAAL WAT TAMWIL

e ——
e

Yang berbmdi tangim ikl i

R MUSBAIL CHUSNUL  CHOT LAALL

Al Peruw. MASTRIP k-12 Jewber.

lelp

A g 080868/03236/72.1004/1998.

*\ Stnpiiin Aoy Thiasg i) St Ldul 1 () Sumpanan R baloram Agigah
() Simpanan Mudharabal Herjunpka 0 St Qurban () Sinpain Vit b
() Simpanan Pendidikin () Stpatan Walimah () Stnpaam Wadiah

Permaksuc tntuk bk S Pharrtul N L Wk Fansedl *)

Sayi telal membines danenbaniscrbeme iy v iy ket e Lt ket kel Simpain

(it Nlasth AWt Usins i bs s feciotanm ok sl p probnrn i se ey
Ahli Wagis

Nutn ITRWAN

Al Peruw. MASTHIP K-12 Jember

Suamwi

“ Hubungan keloania

Penunjukan ini sckiligus e lepaskan DBaitul Mial Wat il dasi sepaln kewajibannsa itk mene i
dun melaksanakan tuntutan dari siapapui dengan ditlili apapun mengenii ik terhadap simpanin

penyimpan ini,

Jewber 19 Lles 2000 Diisi olel Petugas B

Peny iy,

BAH L+ L. )

Narfu delas dan Tido Tangan

- S —— =
JEwRE Yo


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

